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PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BLORA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA

ABSTRAK: - untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 perlu diubah
dan disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di
atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perangkat Desa.

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; Undang — Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah — Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
dengan mengubah Undang — Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015
tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan perangkat daerah
sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa, adanya penambahan pengertian dalam ketentuan
umum terkait putusan pengadilan, tersangka, terdakwa dan terpidana.
Perubahan kelengkapan persyaratan administrasi pengangkatan
perangkat desa, Perubahan Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 terkait
pemberhentian perangkat desa, Perubahan Pasal 25 terkait kekosongan
jabatan perangkat desa.



CATATAN:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12
Desember 2018.

Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa,
yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama
menjadi perangkat desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.

PNS yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa berhak menerima
haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan perangkat desa dan
pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

Perangkat Desa yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari
60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh)
tahun.

Penjelasan: 4 him.



